
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.930, 2018 KEMEN-LHK. Pedoman Penyusunan dan Penilaian 

serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 

dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

secara Elektronik.  

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN 

LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN 

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), 

Pasal 55 ayat (7), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal 66 ayat 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta 

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

6. PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN 

PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN 

HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN 

BERUSAHA TERPADU SECARA ELEKTRONIK. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

3. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup 

kajian analisis dampak lingkungan hidup yang 

merupakan hasil pelingkupan.    

4. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan 

mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha 

dan/atau kegiatan. 

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan 

dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan 

akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan 

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak 

akibat rencana usaha dan/atau kegiatan. 

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan 

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 
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diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha 

dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib  Amdal atau UKL-UPL. 

9. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah 

keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan 

hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib dilengkapi dengan Amdal. 

10. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan 

terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib 

UKL-UPL. 

11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas 

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona 

lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap 

lingkungan hidup.  

12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu.  

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

15. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal. 
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16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di bidang di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

 

Pasal 2  

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mendukung 

tata kelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara 

elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan 

perlindungan lingkungan hidup. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan 

pedoman bagi berbagai pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara 

elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen Izin 

Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan melalui 

proses: 

a. pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan 

penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan 

hidup; 

b. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen 

lingkungan hidup serta penetapan keputusan 

kelayakan lingkungan hidup dan persetujuan 

rekomendasi UKL-UPL; dan 

c. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen 

lingkungan hidup terkait dengan perubahan 

perubahan Izin Lingkungan. 

Sehingga dokumen lingkungan hidup tersebut memiliki 

kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai 

instrumen perlindungan lingkungan hidup yang efektif 

dan efisien dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan 

usaha dan/atau kegiatan. 

 

Pasal 3  

Peraturan Menteri ini berlaku untuk Usaha dan/atau 

Kegiatan yang termasuk di dalam sistem OSS sebagaimana 

tercantum di dalam lampiran peraturan perundang-undangan 

yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik. 
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